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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH 

 

A. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau 

berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan 

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usahanya. Menurut Ulama Fiqih kerjasama mudharabah 

(perniagaan) sering juga disebut dengan “Qiradh”.
10

 Dalam Fiqhus sunnah 

mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena 

pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan 

memperoleh sebagian keuntungan. 

Mudharabah menurut  istilah  merupakan akad kerjasama usaha antara 

dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 

kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana.
11

 

Menurut pengertian ahli  fiqh , pengertian mudharabah adalah sebagai 

berikut: 

a. Mazhab Hanafiah 

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan 

dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan 

                                                             
10

 Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „ala madzahibil Arba‟ah, Juz 3, Beirut: 

Daarul Kutub Al „Ilmiah, hal.34 
11

 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009, hal. 181. 
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mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah 

keuntungannya. 

b. Mazhab Syafi‟i  

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal 

kepada orang lain agar melaksanakan usaha dan keuntungan yang 

dihasilkan dibagi antara mereka berdua. 

c. Mazhab Hambali 

Mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang 

jelas secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau 

melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hail 

keuntungannya. 

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan 

seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha 

(mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akd mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam 

bentuk nisbah (persentase). 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu 

ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian 

mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya jeri payah 

dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika 

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
12
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Cet ke-1, hlm.224 



 19 

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga 

dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan 

untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan 

pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar 

untuk mendapat bagian dari keuntungan. 

Dalam suatu kontrak mudharabah, pemodal dapat bekerja sama dengan 

lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra 

usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi 

sesuai kesepakatan dimuka. 

 

B. Landasan Hukum Mudharabah 

Dasar hokum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-

qur‟an, Hadits, dan Ijma‟. 

a. Al-Qur‟an 

Ketentuan hokum tentang mudharabah dalam Al-Qur‟an tertuang 

dalam surat Al-Muzzamil ayat (20): 
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Artinya : ”Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 

orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan 

ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-

kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka 

dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa 

yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa 

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-

orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan 

Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran 

dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa 

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu 

memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang 

paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah 

ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 

Yang menjadi argument dan dasar dilakukannya akad mudhrabah 

dalam ayat ini adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata 

mudharabah yng memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.
13

 

 Disamping itu juga dapat kita baca dalam surat Al-Jumu‟ah ayat (10): 

                           

        

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT “. 

 

Dari kedua ayat Al-Qur‟an diatas pada intinya adalah berisi 

dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam 
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dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah 

untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

b. Hadits 

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya 

Rasulullah SAW telah bersabda: 

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi 

modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk 

dijual.” 

Diriwayatkan dari Daruquthi bahwa Hakim Ibn Hizam apabila 

memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan  

untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa 

menyebrangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan 

itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.” 

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman 

Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat 

menjadi rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad 

mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah 

r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.
14
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C. Macam-macam Mudharabah 

Akad mudharabah dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik 

modal dengan pekerja, menurut  ulama  fiqih  terbagi  menjadi dua bentuk, 

yaitu: 

a. Mudharabah mutlaqah 

Mudharabah mutlaqah yaitu penyerahan modal tanpa syarat. 

Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa 

saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana 

saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah 

adalah kerjasama antara bank dengan mudharib atau nasabah yang 

mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang 

produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut 

dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
15

 

b. Mudharabah muqayyadah  

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-

syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya 

untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha 

atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh 

pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana 

shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan 

yang dimaksudkan dengan mudhrabah muqayyadah adalah akad  

kerjasama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, 

dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah 
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ditentukan oleh shahibul maal. Pembagian bagi hasil keuntungan 

dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
16

 

 

D. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Rukun Mudharabah: 

Factor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
17

 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Faktor pertama pelaku, dalam akad mudharabah minimal harus ada 

dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul 

maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha 

(mudharib). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. 

2. Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Faktor kedua objek mudharabah yang merupakan konsekuensi 

logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal 

menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabahnya, sedangkan 

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek 

mudhrabah. 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prnsip 

antaroddin minkum (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus sama-

sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 
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Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, 

sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja (keahlian). 

Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. 

Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak 

menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan. 

1. Syarat-syarat  mudharabah adalah : 

a. Masing-masing pihak memenuhi persayaratan  

b. Modal (ra‟s al-mal) harus jelas jumlahnya. Modal  berupa tsaman 

(harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan 

diserahkan seluruhnya kepada pengusaha. 

c. Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus 

dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum 

dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama. 

d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa 

campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal 

transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar 

kebijakan pengelolaan modal. 

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab 

dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan 

menggunakan mudharabah, atau kata-kata yang sama arti dengannya. 
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Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, 

yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma‟qud 

alaih), dan sighat (ijab dan qabul). 

Menurut ulama syafi‟iyah rukun mudharabah (qiradh) ada 

enam yaitu: 

a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang 

b) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima 

dari pemilik barang 

c) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola 

barang 

d) Maal, yaitu harta pokok atau modal 

e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan 

laba 

f) Keuntungan  

4. Nisbah keuntungan 

Nisbah keuntugan merupakan rukun yang khas dalam mudharabah 

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan 

atas penyertaan modalnya sedangkan mudharib mendapatkan imbalan atas 

kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah erjadinya perselisihan antara 

kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam 

penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau 

persentase, misalnya 50:50, 70:30, 60:40, 99:1. Tetapi nisbah tidak boleh 

100:0, karena para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak 

sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan 

hanya untuk salah satu pihak saja. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni 

lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, 

atau kata-kata yang sama arti dengannya. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu 

dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma‟qud alaih), dan 

sighat (ijab dan qabul). 

Menurut ulama syafi‟iyah rukun mudharabah (qiradh) ada enam yaitu: 

a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang 

b) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang 

c) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

d) Maal, yaitu harta pokok atau modal 

e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba 

f) Keuntungan  

 

E. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai 

berikut: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah 

satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang 

oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan 

sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin 
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pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika 

terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika 

ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal 

karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah 

dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya. 

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola moal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan 

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung 

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. 

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah 

menjadi batal.
18

 

 

F. Hikmah Mudharabah 

Islam mensyariatkan akad kerjasama mudhrabah untuk memudahkan 

orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu 

mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun 

memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka 

syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil 

manfaat di antara mereka. 

Hikmah mudharabah menurut syara‟ adalah untuk menghilangkan 

hinanya kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa 

cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki 
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kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi diantara keduanya 

sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti ini, terdapat keuntungan ganda bagi 

pemilik modal. 

Sistem  mudharabah pemilik modal mendapat keuntungan dari 

modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari pekerjaan itu, 

bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan 

sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu.  Persentase juga ditetapkan atas 

kesepakatan bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerjasama. 

Kontrak mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan 

yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan 

keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan  motivasi yang amat kuat 

bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih banyak pula. Para tenaga kerja (skill) merasa memiliki usaha yang 

mereka jalankan itu. 

Sistem  mudharabah ini masing-masing pihak mempunyai hak yang 

ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. 

Adapun hak-hak tersebut adalah: 

1. Hak pekerja 

Hak pekerja adalah sebagai berikut: 

a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya. 

b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, 

sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan. 
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c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan 

modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli 

dan menjual barang tersebut. 

d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas 

usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi , dia berhak 

mendapatkan upah. 

e. Apabila pekerja itu tidak bekerja didaerahnya sendiri, seperti dikota 

yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan 

sebagainya. 

2. Hak pemilik modal  

Hak pemiik modal adalah sebagai berikut: 

a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada 

saat pekerja mengambil bagian keuntungan. 

b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik 

modal. 

3. Kontrak Berakhir: 

a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak. 

b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak 

dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru. 

Apabila sistem mudharabah ini dapat diterapkan dengan baik di 

dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan  sosial yang sering 

muncul dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan 

syari‟ah islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan. 
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G. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit 

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 

Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian laba pada 

para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat 

berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang 

diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran 

mingguan atau bulanan. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil 

dalam simpanan atau tabungan  tersebut menetapkan tingkat keuntungan atau 

pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui 

tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.
19

 

Bagi hasil adalah suatu system pengolahan dana dalam perekonomian 

Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Maal) dan 

pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan 

kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.
20

 

Secara syariah prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. 

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) atau 

penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
21
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H. Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam 

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan 

pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian 

nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai 

prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan 

Tauhid yang secara harfiyah berarti satu atau esa, dalam konteks 

ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam 

hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di 

belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi 

sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang 

sangat fundamental, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk 

memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur‟an. 

Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas 

kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan 

persaudaraan adalah pengetian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu 

bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, 

dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan 

makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh 

Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber 

daya-Nya di bumi. 
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b. Prinsip Kerja 

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja 

yang telah dialkukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus 

profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada 

perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang 

spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap 

spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan 

dengan pemerintahan. 

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan 

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan 

kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem 

ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghanimah. Hukum Islam tentang 

warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi 

retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara 

dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan 

nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

warga Negara. 

d. Prinsip Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya 

kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep 

keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang 
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diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum 

yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
22

. Dan 

Allah SWT juga tidak suka kepada ummat Nya yang berlebihan, hal ini 

terlampir dalam Al-Qur‟an surat Al-A‟raf (7) : 31 

                          

           

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan” 

 

 

I. Nisbah Bagi Hasil  

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional 

antara shahibul mal dengan mudhraib. Dengan demikian, semua pengeluaran 

rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan 

pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan 

bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan porsi 

yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian 

awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan 

ekuiti shahibul mal telah dibayara kembali. Jika ada pembagian keuntungan 

sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan 

dimuka.
23
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 Syaefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: CV. 

Rajawali Press, 1987), h. 66 
23

 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.26 
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J. Pengertian Kerjasama 

Secara harfiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-

ikhtilath (penggabungan atau pencampuran). Pencampuran disini memiliki 

pengertian pada seseorng yang mencampurkan hartanya dengan harta orang 

lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.
24

 Menurut istilah, syirkah 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
25

 

Adapun pengertian syirkah menurut para fukaha adalah sebagai berikut: 

1. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad antara dua orang yang 

berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. 

2. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara 

hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 

3. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku antara 

dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada 

suau usaha dan membagi keuntungannya. 

4. Menurut ulama Syafi‟iyah, syirkah adalah tetapnya ha katas suatu barang 

bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
26

 

5. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya ha katas sesuatu bagi 

dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
27
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Dari definisi- definisi diatas dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang 

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam 

merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesame itu 

tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini 

adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasamadalam berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu 

akad atau perjanjian baik secara formal yaitu ijab dan qabul maupun dengan 

cara lain yang menunjukkan bahwa kedua  belah pihak  telah melakukan 

kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua 

belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian 

kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak 

dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak 

manapun. 

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan  

dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau 

lebih tersebut yaitu: 

1. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama harus ada komasi yang 

komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih. 

2. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih  bekerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan , dalam proses tersebut, tentu ada salah satu 
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yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapkan. 

 

K. Prinsip-prinsip Kerjasama 

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik 

2. Memperhatikan kepentingan bersama 

3. Prinsip saling menguntungkan 

 

 

 

 

 

 

 

 


